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KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau Book Chapter - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang
memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan -
menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi
Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus
perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang
dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi
para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam
menghadapi Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0. Topik besar pada Bunga Rampai
ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi,
dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional
maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati
diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan
usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topok tersebut menjadi bahasan dan
pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas
Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0
dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak
dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang,
mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan
tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola
koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (Good Cooperative Governance). Hal lain adalah
terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah
koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu
diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah
keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha.
Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi
positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi,
Public Relations dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi
informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk
koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus
rebranding koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi agent of
change koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era
revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan on-line system perusahaan
koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.



Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem on-line salah satu
buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang
menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi
industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam book chapter atau bunga rampai ini
diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran
pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat
mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh
karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan
penyempurnaannya.

Jatinangor, Januari 2020

Tim Editor
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ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antlogi pemikiran koperasi "masa depan™ ini sudah cukup
lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu
bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi
di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK
yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah
berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi
menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan
seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi
terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan
alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-
perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern
saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang
kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai
bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah
terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi;
dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang
cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen
risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan
mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri.
Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut “society 5.0”
yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia
tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia
agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan
dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh
kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan
koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati
dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan



perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. la
menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan
internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang
melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi
koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-
commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk
menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih
baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan
pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi.
Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota.
Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila
koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas
terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat
yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan
semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan
negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan
dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu
bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestic tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan
yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini
harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus
mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari
oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan
menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki
dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup
keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu.
Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan
dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi
kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek
kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan
dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang
lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus
diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi.
Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu
tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem
sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama
dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif
dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam World economic Forum



tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan
perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi,
pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan
teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan.
Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat
dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.
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FINANCIAL TECHNOLOGY:
ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI

Oleh: Sugiyanto

Pendahuluan

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil inovasi di bidang jasa keuangan
yang sedang tren dan berkembang pesat dewasa ini termasuk di Indonesia. Selain itu Fintech
memberikan pengaruh secara luas kepada masyarakat dalam akses terhadap produk
keuangan dengan alasan transaksi keuangan menjadi lebih praktis, efektif dan efisien.
Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna
teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan Fintech, permasalahan
dalam transaksi jual-beli dan pembayaran, seperti tidak sempat mencari barang ke tempat
pembelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu
tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dan alasan traffic jumping dapat
diminimalkan. Dengan kata lain, Fintech membantu transaksi jual beli dan sistem
pembayaran menjadi lebih efisien dan efektif.

Dasar hukum penyelenggaraan Fintech di Indonesia meliputi: Peraturan Bank
Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
[1], Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan
Keuangan Digital [2] dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI1/2016 tentang Uang
Elektronik [3]. Financial Stability Board menjelaskan Fintech sebagai inovasi keuangan
yang dimungkinkan secara teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi,
proses, atau produk dengan efek material yang terkait pada pasar dan lembaga keuangan dan
penyediaan layanan keuangan [4]. Financial Stability Board mengelompokkan usaha fintech
[4], menjadi: (1) Peer-to-peer Lending (P2PL) (Koin Works, Kredivo) dan Crowdfunding
(KitaBisa.Com), (2) Market Aggregator (DuitPintar.Com), (3) Investasi dan Manajemen
Risiko, dan (4) Pembayaran, Kliring, dan settlement (e-wallet, GO-PAY, OVO).

Perkembangan aplikasi Fintech sangat cepat, namun kebanyakan merupakan Fintech
ilegal (947 unit) telah ditutup dalam dua tahun terakhir (2018 dan 2019) oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Pada awal tahun 2020 jumlah perusahaan Fintech sebanyak 164 unit
dengan status perijinan terdaftar 139 perusahaan dan berijin sebanyak 25 perusahaan sebagai
aplikasi Fintech legal. Sebanyak 152 perusahaan Fintech konvensional dan 12 perusahaan
Fintech Syariah. Berdasarkan data OJK Tahun 2020 pada Harian Kompas 4 Januari 2020,
Domisili perusahaan Fintech sebagian besar berada di Pulau Jawa (155 unit) dan sisanya
berdomisili di luar Pulau Jawa. Status kepemilikannya, 113 lokal dan 51 asing. Berikut data
penyaluran pinjaman selama 3 tahun terakhir melalui Fintech:
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Tabel 1: Perkembangan Penyaluran Pinjaman Fintech

Keterangan Satuan 2017 2018 2019%)
P Jawa:
Penyaluran Pinjaman (Milyar Rp) 2.185,63 19.617,46 63.861,88
Perkembangan (%) 797,57 225,54
Luar P Jawa
Penyaluran Pinjaman (Milyar Rp) 378,32 3.048,61 10.682,82
Perkembangan (%) 705,83 250,42
Nasional
Penyaluran Pinjaman (Milyar Rp) 2.563,95 22.666,07 74.544,70
Perkembangan (%) 784,03 228,88

*) Akumulasi Pinjaman Sampai Bulan November 2019
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020 (Kompas, 4 Januari 2020)

Perkembangan bisnis yang luar biasa, dengan peningkatan penyaluran pinjaman
mencapai 784,03% pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, dan 228,88% pada
tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini merupakan potensi bisnis yang sangat
besar yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, tidak hanya perusahaan yang berbadan
hukum perseroan terbatas tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai model alternatif
pengembangan bisnis koperasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa secara
legal Fintech dapat dikelola melalui kelembagaan berbadan hukum perseroan terbatas dan
atau koperasi [5]. Hampir semua aplikasi Fintech secara formal saat ini berbadan hukum
perseroan terbatas, hanya sebagian kecil berbadan hukum koperasi.

Berdasarkan potensi bisnis Fintech dengan volume dan pertumbuhan yang sangat
cepat, dan koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia yang juga memiliki
pengalaman bisnis pada sektor keuangan (usaha simpan pinjam) dan hampir setiap koperasi
melaksanakan bisnis ini. Oleh karena itu sangat memungkinkan bila bisnis koperasi
dikembangkan dengan alternatif model Fintech. Koperasi dengan nilai, prinsip dan
karakteristiknya dimungkinkan dapat melaksanakan bisnis ini lebih baik, karena posisi
anggota sebagai pemilik dan pengguna pelayanan koperasinya, member dual identity [6].
Sebagai pengguna, anggota dapat berfungsi sebagai penyedia dana untuk dipinjamkan
kepada anggota lainnya yang membutuhkan dana, terutama para pelaku usaha kecil dan
menengah (UMKM) yang juga menjadi anggota koperasi. The orientation of a cooperative
is as a service provider to its members, rather than it having a for-profit orientation, with
the aim of improving the welfare of its members [7].

Pelaku UMKM dalam meningkatkan skala usahanya perlu tambahan modal yang
mudah diakses. Namum kebanyakan UMKM tidak memenuhi persyaratan bankable untuk
mengajukan kredit kepada pihak perbankan. Diharapkan dengan perubahan pola usaha
simpan pinjam konvensional koperasi menjadi pola bisnis platform Fintech, sehingga
memudahkan para anggotanya untuk memperoleh dana pinjaman dan bagi anggota yang
memiliki kelebihan dana dapat memanfaatkan untuk dipinjamkan atau diinvestasikan pada
pelaku UMKM. Keunggulan lain bila platform Fintech dilakukan oleh koperasi adalah
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semua identitas anggota tercatat pada koperasi, dengan demikian berbagai risiko dapat
dikurangi. Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk menentukan alternatif model
pengembangan usaha simpan pinjam koperasi menggunakan platform Fintech berdasarkan
berbagai kendala bisnis Fintech dan usaha simpan pinjam koperasi.

Financial Technology

Kerangka pemahaman Fintech bila dikombinasikan dengan Crowdfunding sebagai
landscape Peer to peer lending (P2PL), ketika membahas tentang pemahaman P2PL untuk
mengimplementasikan konsep Fintech dan Crowdfunding, sangat terkait satu dengan
lainnya. Sebenarnya, P2PL adalah bagian dari Crowdfunding, yang pada gilirannya
merupakan area landscape Fintech. Menurut Arner, Barberis & Buckley label Fintech
memasuki pasar sebagai aktivitas dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan
layanan keuangan [8]. Y. Kim, J. Choi, Y. J. Park, and J. Yeon menyatakan bahwa: Fintech
is a service sector, which uses mobile-centered IT technology to enhance the efficiency of
the financial system [9]. Sedangkan McAuley menyebutkan bahwa An economic industry
composed of companies that use technology to make financial systems more efficient [10].
Selain itu, PwC menggambarkan Fintech (kontraksi untuk Teknologi Finansial) sebagai
persimpangan yang berkembang dari layanan keuangan dan teknologi [11]. Definisi lain
yang menarik menggambarkan Fintech sebagai proses yang didorong oleh teknologi dalam
industri keuangan yang memperkenalkan metode kerja baru dan pendekatan untuk proses
standar [12].

Fintech berkembang sebagai model bisnis baru di sektor keuangan karena munculnya
technology informasi (T1), keduanya dikombinasikan menjadi berbagai aktivitas keuangan
dengan berbagai produk seperti yang berkembang saat ini. Fintech merupakan inovasi dalam
bidang keuangan dengan memanfaatkan Tl untuk menciptakan dan mempopulerkan
instrument keuangan, kelembagaan, dan pasar baru. Dengan demikian inovasi terjadi terkait
dengan kelembagaan, produk dan proses. Inovasi ini telah merubah perilaku masyarakat
dalam bertransaksi keuangan, memperoleh produk riil dan jasa lainnya dengan tidak harus
meninggalkan aktivitas lainnya bahkan tidak perlu meninggalkan rumah. Aplikasi Fintech
telah membuktikan sebagai suatu sistem transaksi yang lebih efisien dan aman.

Fintech mulai terasa manfaatnya bukan hanya pada era digital saat ini, Fintech
berkembang paralel dengan perkembangan TI, sejak tahun 1866 sampai 1987 terjadi
perubahan dari analog dengan TI digital, disebut sebagai Fintech 1.0. Kemudian era Fintech
2.0 dimulai pada tahun 1987 — 2008 terjadi pengembangan pelayanan keuangan digital
secara traditional. Era Fintech 3.0 terjadi mulai tahun 2009 sampai sekarang, yang dikenal
dengan Democratizing Digital Financial Services [13]. Dengan demikian evolusi Fintech
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Financial Technology 2.0
(1987-2008): Development
of Traditional Digital
Financial Services.

Financial Technology 3.0
(2009-present):
Democratizing Digital
Financial Services.

Financial Technology 1.0
(1866-1987): From
Analogue to Digital

Krisis Keuangan Global tahun

10 & O, [SIREER KEUETERT 2008 memiliki dua dampak besar

Pada akhir abad ke-19, menjadi memaksimalkan penggunaan T dalam persepsi publik dan modal
periode pertama globalisasi untuk kegiatan internal bisnis, A W Wy
keuangan yang berlangsung secara bertahap menggantikan - kris.is Kkeuangan menjadi
hingga awal Perang Dunia sebagian besar bentuk lebih dipahami secara luas

pertama (Hong Kong). Di era ini, mekanisme berbasis kertas. Pada - ; .
teknologi memiliki peran penting tahun 1970, TI tumbuh dengan persepsi pl;bhkkte:i\agap [zl
dalam menyampaikan informasi munculnya sistem secara keti?:kn;e:::r:ya.anie:haa’dap
lintas batas, termasuk informasi elektronik. Pada 1980-an, Bank sistem perbankan tradisional
keuangan, seperti transaksi dan mulai memperbarui perangkat banyak profesional kehilanga’n
pembayaran di seluruh dunia. lunak, sehingga data dapat

pekerjaan atau kurang mendapat

disimpan dengan aman >
kompensasi.

Gambar 1: Evolusi Financial Technology
Sumber: Kannya Purnamahatty [13], dimodifikasi.

Crowdfunding dan P2PL

Fintech kategori Crowdfunding dan P2PL berfungsi untuk mempertemukan para
investor dengan pencari modal. Crowdfunding dapat digunakan untuk menggalang dana
untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, sampai pendanaan komersial lainnya
secara online. Sementara itu, P2PL adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku
usaha seperti UMKM, khususnya yang belum bankable agar dapat meminjam dana
walaupun belum memiliki rekening bank. Crowdfunding adalah cara model pembiayaan
yang inovatif yang disediakan oleh investor, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana
pemasaran, karena memberi peluang kepada perusahaan untuk menguji produknya di pasar
dan menciptakan keterlibatan langsung dengan pelanggan [14]. Masih menurut penulis yang
sama, ada berbagai bentuk crowdfunding, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1)
Philanthropies Crowdfunding, penyandang dana menyumbang untuk tujuan philanthropy,
terutama untuk amal dan organisasi nirlaba, meskipun dalam praktiknya juga perusahaan
yang berorientasi laba dapat berpartisipasi dalam inisiatif semacam itu. Pemberi dana
menyumbang untuk alasan yang mereka yakini dan mungkin dihargai secara simbolis, tetapi
tidak dengan pengembalian materi. Risiko yang terkait dengan model ini sangat rendah,
karena orang tidak dapat mengharapkan pengembalian. (2) Commercial Crowdfunding,
membiayai ide-ide artistik atau inovatif, metode ini untuk membiayai proyek atau produk
pada tahap awal untuk usaha startup. (3) Royalty Crowdfunding, investor atau penyandang
dana memperoleh imbalan pembagian keuntungan atau pendapatan yang terkait dengan
investasi, tetapi tanpa klaim apa pun atas properti proyek atau penggantian modal. (4) Crowd
investing, platform ini dengan operasi dalam bentuk pembiayaan untuk tujuan investasi,
sehingga dikaitkan dengan remunerasi. Kategori ini termasuk:

a) Crowdfunding berbasis ekuitas, merupakan bentuk langsung untuk membiayai
perusahaan, tujuan pemilik modal untuk memperoleh bagian dari pendapatan (deviden),

b) Crowdfunding berbasis pinjaman: pemilik dana memasok dana untuk periode tertentu,
berharap mendapatkan pengembalian pokok dan bunganya. Bentuk crowdfunding ini
adalah yang paling konsisten beroperasi selama ini,

c) Perdagangan faktur, yang terdiri dari transfer faktur komersial untuk mendapatkan
likuiditas.
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Model crowdfunding 3 dan 4, adalah model yang banyak dikembangkan oleh para

investor karena dinilai sesuai dengan tujuan kepemilikan modal yaitu untuk diinvestasikan
atau dipinjamkan kepada para pelaku usaha yang kesulitan untuk membiayai bisnis atau
proyeknya. Bank Indonesia membagi Fintech menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut:

a)

b)

d)

Crowdfunding dan P2PL, pada kategori ini, Fintech berfungsi untuk mempertemukan
para investor (pemilik modal) dengan pihak yang memerlukan dana (peminjam),
Crowdfunding dapat digunakan juga untuk menggalang dana untuk tujuan sosial,
seperti korban bencana alam, pendanaan karya dan sebagainya secara online. Sementara
itu, P2PL adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku UMKM agar mereka
dapat meminjam dana walaupun belum memiliki rekening bank.

Market Aggregator, Fintech kategori ini berperan sebagai pembanding berbagai produk
keuangan, dimana Fintech akan mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh
pengguna. Misalnya, jika seorang nasabah ingin mencari produk asuransi, nasabah
tersebut dapat memberikan data finansial pribadi ke platform Fintech dan platform
tersebut akan mencocokkan data nasabah dengan produk asuransi yang sesuai dengan
kebutuhannya.

Risk and Investment Management, Fintech ini berfungsi untuk membantu konsumen
melakukan perencanaan keuangan digital. Selain manajemen risiko dan investasi,
terdapat juga manajemen aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih
praktis.

Payment, Settlement and Clearing, jenis Fintech ini untuk pembayaran (payments)
seperti payment gateway dan e-wallet. Payment Gateway merupakan penghubung
antara pelanggan dan e-commerce yang difokuskan pada sistem pembayaran.
Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan
dan lainnya dalam bentuk aplikasi.

Langkah selanjutnya adalah membahas pemahaman pinjaman dalam platform P2PL,

dapat menjadi alternatif bagi mediator keuangan tradisional untuk mengembangkan
usahanya dengan memanfaatkan perkembangan TI. Dengan cara ini individu/keluarga dan
UMKM dapat dibiayai langsung oleh berbagai investor. Kondisi ini akan menciptakan
inovasi dengan mengembangkan model bisnis pada platform TI, memudahkan untuk
mempertemukan pengguna, baik dari sisi pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Transaksi
uang dilakukan di antara individu yang tidak terkait [15]. Mekanisme kerja platform P2PL
membutuhkan langkah-langkah berikut (lihat Gambar 1):
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Borrowers repayment Lenders

Client account

Gambar 2. Kerangka model P2PL Traditional

Source: Committee on the Global Financial System & Financial Stability Board [4] and

Omarini [16]

Berdasarkan kerangka model P2PL di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Baik investor (lender) dan peminjam (borrower) berlangganan di platform P2PL;
Informasi investor dan peminjam diverifikasi dan untuk setiap peminjam diberikan skor
tingkat kredibilitas;

Permintaan pinjaman disajikan pada platform, termasuk Kkinerja/ kondisi calon
peminjam;

Investor dapat memutuskan pilihan berinvestasi: melakukannya sendiri atau meminta
kepada platform untuk menyediakan beberapa indikator yang diperlukan. Tingkat
bunga dapat disediakan oleh platform, atau diputuskan oleh investor sendiri;

Setelah permintaan pinjaman dipenuhi, persyaratan mulai berlaku;

Platform mengatur transaksi uang antara peminjam dan pemberi pinjaman dan
melakukan intervensi jika ada keterlambatan pembayaran. Uang disimpan di rekening
bank secara fisik.

Masalah dan Risiko Implementasi P2PL

Banyak masalah dan risiko yang masih dihadapi dalam implementasi P2PL di

Indonesia, mulai dari masalah legalitas sampai dengan masih terbatasnya pemahaman
masyarakat terhadap bisnis Fintech karena masih kurangnya literasi keuangan digital,
pinjaman hanya dilihat dari sisi mudah dan cepatnya proses perolehan dana, tetapi
mengabaikan tingkat bunga, beban finalti dan risiko lainnya, Pemanfaatan data nasabah oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan sampai intimidasi terhadap nasabah
wanprestasi, risiko gagal bayar, dan penipuan. Berikut disajikan berbagai masalah dan risiko
implementasi P2PL di Indonesia:
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Tabel 2: Masalah dan Risiko dari P2PL
No Masalah/ Risiko Deskripsi

1 Masalah Legal Dua tahun terakhir (2018 dan 2019) OJK telah menutup 947 penyedia
fintech, terutama P2PL ilegal, hal ini menunjukkan bahwa bisnis ini
banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2 | Ketidaktahuan Banyak masyarakat Indonesia masih tidak mengerti tentang bisnis
Masyarakat fintech, termasuk risikonya,

3 | Pinjaman Uang P2PL sering digunakan oleh berbagai pihak untuk mempermudah dan
mempercepat proses pinjam meminjam uang. Pemilik modal akan
mencari keuntungan maksimum, dan bagi mereka yang membutuhkan
dana, mengabaikan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik modal,

4 | Peretasan Data Sistem aplikasi P2PL dapat mengakses data pribadi yang ada pada
ponsel peminjam, mulai dari daftar kontak, galeri photo, riwayat pesan
singkat, hingga riwayat keluarga. Termasuk nomor telepon kolega, dan

keluarga.
5 | Intimidasi Penawaran pinjaman yang mudah dan cepat akan menggoda calon
Konsumen pelanggan, yang dapat menjebak menjadi masalah dalam

mengembalikan utang. Pelanggan bingung mencari dana untuk
mengembalikan pinjaman, bunga, dan biaya keterlambatan. Kondisi ini
biasanya berlanjut dengan intimidasi, mempermalukan pelanggan di
depan teman dan kolega hingga pelecehan seksual,

6 | Risiko Gagal = Risiko wanprestasi sangat tinggi terutama untuk P2PL ilegal, dengan
Bayar bunga dan penalti yang sangat tinggi yang akan menjerat pelanggan,

7 | Risiko Penipuan | Risiko penipuan akan banyak terjadi, karena antara pihak tidak saling
mengenal, tidak ada jaminan dan perjanjian cenderung merugikan

pelanggan,
8 | Penyalahgunaan | Penyalahgunaan data klien dilakukan oleh penyelenggara P2PL untuk
Data Klien mendapatkan manfaat lain. Data pribadi pelanggan dapat dimonetisasi

untuk ditawarkan kepada investor lain, sebagai ceruk pendapatan,

9 | Tingginya Suku Suku bunga dan finalti sangat tinggi, yang akan memberatkan
Bunga pelanggan.

Sumber: Sugiyanto [17]

Permasalahan Usaha Simpan Pinjam

Hampir semua koperasi di Indonesia memiliki usaha simpan pinjam, baik yang
berkedudukan sebagai salah satu unit usaha pada koperasi multipurpose maupun sebagai
satu-satunya unit usaha koperasi (single purpose). Kebanyakan usaha simpan pinjam masih
dilakukan secara konvensional, koperasi atau unit usaha simpan pinjam berfungsi sebagai
intermediasi antara anggota penyimpan dengan peminjam, usaha simpan pinjam idealnya
menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota lain yang
membutuhkan. Namun dalam prakteknya kebanyakan usaha simpan pinjam hanya berfungsi
memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota. Tidak banyak bahkan pada kebanyakan
koperasi, anggota tidak melakukan fungsi menyimpan dananya.

Usaha simpan pinjam kadang hanya mengandalkan pada modal yang ada ditambah
dari pemupukan modal yang sumbernya terbatas dari penyisihan SHU berupa cadangan.
Bahkan banyak koperasi yang mengandalkan sumber modal untuk dipinjamkan kepada
anggota dengan kredit dari pihak ketiga seperti bank, LPDB dan sebagainya, dengan beban
bunga lebih tinggi, konsekuensinya beban bunga untuk anggota juga tinggi. Pada kondisi
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beban koperasi yang tinggi berakibat terhadap banyaknya usaha simpan pinjam yang
diindikasikan akan menghadapi masalah likuiditas dan solvabilitas.

Anggota tidak menjalankan peran gandanya, baik sebagai pemilik maupun pengguna
(pelanggan) secara optimal (dual identity of member). Pada usaha simpan pinjam, sebagai
pemilik anggota berkewajiban untuk berkontribusi modal berupa simpanan pokok dan
simpanan wajib, hadir dalam rapat anggota untuk melakukan pengendalian dan pengambilan
keputusan. Sebagai pengguna anggota harus berperan tidak hanya sebagai peminjam tetapi
juga sebagai penyimpan dana baik dalam bentuk tabungan maupun tabungan berjangka.
kebiasaan yang sudah berjalan selama ini, anggota hanya memanfaatkan pinjaman yang
disediakan koperasi. Anggota aktif kontribusi modal bila akan meminjam.

Kemampuan koperasi untuk mengakses sumber permodalan dari sektor perbankan
masih sangat terbatas, masih banyak koperasi yang tidak bankable, salah satu alasannya
tidak memiliki asset yang dapat dijaminkan.

Permasalahan lain, usaha simpan pinjam masih dilaksanakan secara konvensional
dengan dukungan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, masih
mengandalkan SDM yang berusia, dengan budaya kerja yang masih harus ditingkatkan.

Pemahaman Tl dari SDM yang ada masih terbatas, demikian juga dengan
keterbatasan ketersediaan sarana dan software. Kondisi ini ditambah dengan semakin
enggannya generasi muda yang terkategori sebagai generasi millennial yang sangat familier
dengan TI, untuk terlibat dalam kegiatan koperasi.

P2PL Sebagai Model Pengembangan Bisnis Koperasi

Pertanyaannya adalah, bagaimana agar permasalahan koperasi diatas dapat dicarikan
solusinya? Dengan mensinergikan usaha simpan pinjam dengan memanfaatkan Fintech
khususnya platform P2PL yang dalam prakteknya juga mendatangkan berbagai masalah
khususnya bagi anggota masyarakat pencari sumber modal. Usaha simpan pinjam yang
dilakukan koperasi berupaya untuk memberikan pelayanan bagi anggota, sehingga
partisipasi dalam bentuk penggunaan jasa pelayanan usaha simpan pinjam dapat
ditingkatkan. perlu dicoba dengan mengembangkan P2PL sebagai model pengembangan
usaha simpan pinjam koperasi, yaitu dengan mengubah model usaha simpan pinjam
konvensional menjadi usaha simpan pinjam berbasis Tl dengan pendekatan platform P2PL.

Tindakan ini perlu diuji coba sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menyesuaikan
dengan perubahan bisnis kearah bisnis berbasis digital, dalam hal ini fintech. Masyarakat,
terutama generasi millennial yang sangat familier dengan penggunaan Tl untuk segala
aktivitas kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian agar generasi millennial tetap
tertarik untuk menjadi anggota dan memanfaatkan pelayanan koperasi, yang dapat dijangkau
dengan TI.

Generasi millenial yang berkembang saat ini dicirikan (salah satunya) dengan
penguasaan teknologi yang disebut sebagai Technological Savvy. Generasi millenial sangat
erat dengan kehadiran TI, hampir pada semua aktivitasnya dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi tersebut, mulai dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
seperti belanja, transportasi, traveling, urusan perbankan, proses pembelajaran dan termasuk
juga dalam pencarian pengetahuan baru. Generasi millenial sejak lahir dan tumbuh dengan
identitas sebagai pengguna Facebook, Instagram, Twitter dan media sosial lainnya.
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Generasi millenial juga memiliki daya saing yang tinggi, dengan penguasaan TI dan
kemudahan dalam mengakses berbagai sumber informasi, sehingga dapat belajar dengan
cepat dan berlomba-lomba dalam memperbanyak informasi dan daya saing. Karakteristik
lainnya adalah mementingkan pengembangan diri (self-development), generasi millenial
menganggap pengembangan diri secara personal dan profesional menjadi lebih penting
dalam pekerjaan, lebih menyukai hal baru walaupun tidak fokus, maka model pelatihan
online menjadi pilihan karena dapat menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki.

Platform P2PL pada usaha simpan pinjam koperasi, dengan tetap mempertahankan
nilai, prinsip koperasi yang berlaku, dengan demikian kaidah perkoperasian tidak luntur
karena perkembangan TI, tetapi dimodernisasi operasional bisnisnya. Peran anggota harus
sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik, sebagai pengguna juga sebagai pengendali dan
sebagai pengguna yang akan menikmati manfaat pelayanan koperasi (user-owner, user-
control, and user-benefit principles) (USDA, 1998). Dengan demikian berbagai masalah dan
risiko diatas dapat dikurangi.

Bagi anggota yang memiliki kelebihan dana dapat memanfaatkan model bisnis ini
sebagai portfolio investasinya dengan tingkat pengembalian yang dapat dinegosiasi antara
anggota pemilik modal dengan anggota peminjan. Dengan demikian kedua belah pihak
anggota akan semakin aktif memanfaatkan pelayanan koperasi.

Platform P2PL pada koperasi, pemberi pinjaman dan peminjam adalah anggota
koperasi, sebagai pengguna. Sebagai pemilik koperasi yang mengaplikasikan P2PL, anggota
berkontribusi modal, pengendali dan pengambil keputusan terhadap kebijakan bisnis
koperasi melalui rapat anggota. Sebagai pengguna, melalui koperasi anggota yang kelebihan
dana mencari anggota lain yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya, atau
sebaliknya anggota yang membutuhkan dana mencari anggota lain yang memiliki kelebihan
dana. Pemilik modal dapat berfungsi sebagai pemberi pinjaman atau investor. Model
pengembangan bisnis koperasi dengan memanfaatkan platform P2PL dapat dijelaskan
seperti Gambar 2 di atas dan dimodifikasi sebagai berikut: Lihat Gambar 3

ﬁ et 1‘
RAPAT
ANGGOTA

PLatform P2PL
Sebagai Model Bisnis Koperasi

Penyaluran dana

- = = T - —-——== Pemilik Modal
Peminjam | ,;e;g;;b;,; (Pemberi Pinjaman/
Investor)

Rekening Nasabah

Gambar 3: Aplikasi P2PL pada Usaha Simpan Pinjam Koperasi
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Berdasarkan gambar 3 di atas, anggota berfungsi sebagai pengguna (user) dan pemilik
(owner):

Tabel 3: Fungsi Anggota Koperasi Sebagai Pemilik dan Pengguna

Anggota: Fungsi: Partisipasi
User Pemberi Pinjaman/ Anggota memberikan pinjaman dana/investasi kepada
Investor anggota lain yang membutuhkan.
Peminjam Anggota membutuhkan dana untuk membiayai bisnisnya.
Owner Kontribusi Modal, Kewajiban anggota koperasi untuk berkontribusi modal
Kontrol dan kepada koperasi, mengendalikan dan mengambil keputusan

Membuat Keputusan ~ melalui rapat anggota.

Kelebihan pemanfaatan platform P2PL untuk usaha simpan pinjam koperasi, anggota
yang memiliki modal atau sebagai pemberi pinjaman/investor dapat memilih calon anggota
lain yang memerlukan dana (peminjam) yang dinilai tinggi kredibilitasnya, dapat melakukan
tawar menawar tehadap return yang diharapkan, termasuk model kerjasamanya apakah
sebagai peserta investasi (pemilik) atau hanya pemberi pinjaman (kreditur).

Kedua belah pihak (pemilik modal dan peminjam) dapat bertemu pada forum yang
sama dengan kedudukan yang sama sebagai anggota koperasi (one member one vote) yaitu
rapat anggota. Dengan demikian aturan main platform P2PL dapat diputuskan melalui
musyawarah bersama dan pelaksanaannya dapat dikendalikan bersama (democratic
control), besarnya beban bunga atau bagi hasil termasuk persyaratan dan prosedur pinjaman
atau investasi serta pengembaliannya adalah hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian
wanprestasi dapat dikurangi. Konflik keagenan yang sering muncul pada P2PL di luar
koperasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana dapat dikurangi.
Dengan platform P2PL yang diselenggarakan koperasi diharapkan dapat mengurangi konflik
keagenan karena informasi yang tidak simetrik dapat dikurangi. Teori Agency menggunakan
asumsi tiga sifat manusia: manusia pada umumnya egois (mementingkan diri sendiri),
manusia memiliki daya pikir terbatas tentang persepsi masa depan (rasionalitas terbatas) dan
manusia selalu menghindari risiko (risk averse) [18]. Berdasarkan asumsi ini, principal dan
agent sebagai manusia bertindak opportunistic, yaitu memprioritaskan kepentingan
pribadinya. Dengan pengelolaan bersama secara demokratis diharapkan asumsi tiga sifat
manusia tersebut dapat dikurangi.

Dengan Kkata lain, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam platform P2PL seperti
disebutkan diatas dapat diminimalkan dan diharapkan sekaligus dapat meningkatkan kinerja
usaha simpan pinjam koperasi, karena:

e Masalah Legalitas, platform P2PL sebagai model pengembangan bisnis koperasi
dipastikan legal dengan badan hukum koperasi,

o Ketidaktahuan Masyarakat tentang Fintech dapat diliterasi oleh koperasi melalui
program pendidikan dan pelatihannya sesuai dengan salah satu prinsip koperasi,

e Pinjaman Uang, peruntukannya dapat dimonitor tidak hanya oleh koperasi selaku
pelaku platform P2PL, tetapi juga dapat dimonitor oleh pemilik modal, karena identitas
semua anggota tercatat di koperasi,
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e Peretasan data dan penyalahgunaan data peminjam tidak akan terjadi, karena yang
menyimpan data semua anggota adalah koperasi,

e Intimidasi terhadap peminjam diharapkan tidak terjadi karena berbagai permasalahan
dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam rapat anggota yang diselenggarakan
secara demokratis,

e Risiko gagal bayar, risiko ini diharapkan dapat dikurangi karena kredibilitas peminjam
sudah diketahui dan akan tercatat pada koperasi, sehingga pemilik modal dapat
mengurangi informasi yang asimetrik.

e Risiko penipuan, anggota saling mengenal dan tercatat di koperasi, risiko penipuan
dapat diperkecil,

e Tingginya Suku Bunga dapat dikurangi, karena bunga ditetapkan bersama oleh anggota
melalui rapat anggota.

Pola kerjasama antara pemilik modal dengan peminjam dalam platform P2PL dan
bagi hasilnya tidak hanya dengan pola konvensional tetapi dapat menggunakan pola syariah.
Bila pola syariah yang dipilih maka akan memberikan alternatif untuk mengembangkan
portofolio investasi bagi masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menjalankan bisnisnya
sesuai hukum syariah yang berlaku. Tren bisnis dengan pola syariah sedang berkembang,
mulai dari makanan, fashion, hingga finansial. Dalam platform Fintech, kedua pola baik
syariah maupun pola konvensional dapat menjadi pilihan. Keunggulan P2PL pola syariah,
antara lain implementasinya sesuai prinsip dan ketentuan Islam, masyarakat dapat
berinvestasi dengan lebih tenang karena bebas riba. Skema syariah mengedepankan nilai-
nilai syariah atau Islam yang banyak dicari oleh umat Muslim di Indonesia. Investor akan
menerima pendapatan imbal hasil berupa ujrah wakalah sebagai jasa yang dibayarkan oleh
peminjam, pengukuran risiko dapat dilakukan sama dengan investasi konvensional, dengan
menggunakan analisis credit-scoring atas dokumen-dokumen yang diajukan peminjam agar
proses pendanaan yang dilakukan oleh investor lebih terjamin. Pembiayaan tagihan atau
invoice financing dalam syariah menerapkan Akad Al Qardh, di mana investor akan
memberikan dana talangan dan mewajibkan peminjam untuk mengembalikan dana tersebut
pada waktu yang telah disepakati. Serta ada Akad Wakalah Bil Ujrah, memungkinkan
seseorang yang memberikan dana talangan bisa memperoleh keuntungan. Imbal hasil yang
kompetitif, ramah terhadap peminjam, tidak ada beban biaya dan bunga berlebih.

Kesimpulan

Praktek bisnis Fintech khususnya platform P2PL di Indonesia masih banyak
menghadapi kendala dan risiko, mulai dari maraknya praktek bisnis ilegal, penyalahgunaan
data nasabah, intimidasi nasabah, penipuan, gagal bayar, dan tingginya suku bunga.
Berbagai permasalahan tersebut dapat dikurangi apabila penyelenggara platform P2PL
adalah koperasi, sebagai alternatif model bisnis dengan merubah usaha simpan pinjam
konvensional menjadi platform P2PL. Dengan catatan bahwa jatidiri koperasi berupa nilai
dan prinsip dilaksanakan secara konsisten. Demikian juga dengan konsistensi pelaksanaan
fungsi anggota dalam berpartisipasi baik sebagai pengguna maupun sebagai pemilik.
Sebagai pengguna, anggota dapat berfungsi sebagai pemberi pinjaman/investor (lender) dan
anggota lain dapat berfungsi sebagai pihak yang membutuhkan dana (borrower) untuk
membiayai usahanya. Selain itu, platform P2PL dapat juga dilaksanakan dengan pola
Syariah yang sedang berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia yang
mayoritas Muslim.
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